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Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung 
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat  

Email set.lombokutara@bawaslu.go.id 

Laman lombokutara.bawaslu.go.id 

 

Nomor : 039/PM.00.02/K/09/2024   Tanjung, 23 September 2024   

Sifat : Biasa  

Lampiran : -  

Perihal : Imbauan  

  
 
Yth. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah  

        Kabupaten Lombok Utara  

 
       di –  
 
             Tempat. 
 
 
1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi 

Undang-Undang; 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang; 

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

https://jdih.bawaslu.go.id/
mailto:set.lombokutara@bawaslu.go.id


https://jdih.bawaslu.go.id/  Bawaslu Kab. Lombok Utara  

d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses 

Pemilihan Umum; 

f. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil 

Walikota; 

g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

i. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 

Kota; 

j. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024; 

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 

 

2. Isi Imbauan 

  Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok 

Utara dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi 

dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 
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Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 

khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Lombok Utara, antara lain sebagai berikut :  

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan : 

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah : 

- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi : 

Angka (5) Pelaksanaan Kampanye; 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang – Undang Pemilihan menyebutkan:  

- Ayat (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) 

dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta 

Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 

3. Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 

Wakil Walikota. 

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Peraturan Badan 

Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan 

: 

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan.  

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota.  

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.  

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai 

dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 poin e dan ayat 2 Peraturan Badan 

Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
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Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan 

: 

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati 

dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan 

Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 

e. pelaksanaan kampanye 

(2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:  

a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;  

b. pelaporan dana kampanye;  

c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan  

d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah kabupaten/kota berdasarkan 

penugasan  Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

     Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas : 

a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon; 

b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye; 

c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas; 

d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka; 

e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye; 

f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye; 

g. Kampanye media sosial; 

h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye 

dan pengawasaan penggunaan sumber dana negara; dan 

i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, 

penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, 

iklan di media massa cetak. 

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota menyebutkan : 
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Ayat (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 

Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memastikan : 

a. Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas 

Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon 

terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak 

terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar 

Tim Kampanye; 

b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Tim 

Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, 

Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon; 

c. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon 

yang telah didaftarkan paling lama 1 (satu) hari sebelum kegiatan 

Kampanye, jika ada; 

d. penyusunan jadwal Kampanye rapat umum dilakukan 

berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dengan Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dan ditetapkan 

dalam surat keputusan; 

e. penetapan jadwal penayangan iklan Kampanye untuk setiap 

pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan media massa 

cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran; 

f. lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanyeditetapkan oleh KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat 

kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan; 

g. jadwal penayangan iklan Kampanye ditetapkan dengan 

mempertimbangkan kesempatan dan alokasiwaktu yang sama 

dan berimbang kepada setiap pasangan calon; 
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h. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur,Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota,pejabat 

ne gara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan 

Kampanye; 

i. adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi 

pasangan calon; 

j. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil 

Wali Kota yang menjadi pasangan calon menyampaikan surat izin 

cuti di luar tanggungan Negara sejak ditetapkan sebagai 

pasangan calon; 

k. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenakan sanksi 

berupa pembatalan bagi calon kepada Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi 

pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye; dan 

l. materi Kampanye dapat dengan mudah untukdiakses oleh 

penyandang disabilitas. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

cara mendapatkan dan memeriksa dokumen pelaksanaan persiapan 

Kampanye. 

(4) Dalam mengawasi izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 

melakukan pencegahan dengan cara: 

a. mengingatkan pasangan calon untuk menyerahkan izin cuti; 

b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU 

melalui Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur; dan 

c. berkoordinasi dengan Gubernur dan KPU Provinsi melalui 

Bawaslu Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

(5) Dalam hal terdapat kekeliruan atau ke salahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, Bawaslu 
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Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan 

kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 

persiapan Kampanye; 

(6) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali 

Kota, Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak 

menyerahkan surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf g, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 

merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa pembatalan pasangan 

calon. 

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menyebutkan : 

Angka 12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah 

kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, 

dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota. 

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menyebutkan : 

“Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan 

setara dalam Kampanye”. 

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 terkait Jadwal 

Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menyebutkan : 

(1) Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau 

kabupaten/kota.  

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) 

Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai 

dengan dimulainya masa tenang.  

(3) KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur.  
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(4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk 

pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.  

(5) Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan 

Calon.  

(6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan 

jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal 

tahapan Kampanye Pemilihan.  

(7) Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 terkait Pelaksanaan 

Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Menyebutkan : 

(1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau 

Pasangan Calon.  

(2) Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kampanye dapat dilaksanakan oleh 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.  

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh 

peserta Kampanye.  

(4) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 

anggota masyarakat.  

(5) Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan 

menjadi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 

Wakil Walikota. Menyebutkan : 

(1) Dalam melaksanakan Kampanye:  
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a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan 

b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan 

menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.  

(2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan   dengan ketentuan:  

a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim 

Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye 

tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau 

nama lain; dan  

b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil 

walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat 

membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain. 

(3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:  

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan  

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta 

walikota dan wakil walikota.  

(4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:  

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; 

dan  

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya. 

(5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Komisi ini.  

(6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor 

urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan 

Kampanye. 

13. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan 
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Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan 

Wakil Walikota. Menyebutkan : 

(1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan 

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye 

dapat dilaksanakan oleh:  

a. pihak lain; dan/atau  

b. relawan.  

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang 

atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye 

untuk mendukung Pasangan Calon. 

(3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon 

tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.  

(4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:  

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan  

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota. 

(5) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditembuskan kepada:  

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; 

dan  

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.  

(6) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.  

(7) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai 

dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye. 

14. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara 

mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk melaksanakan seluruh 
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tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

  Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih. 

             

                                                   BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

                                                    KABUPATEN LOMBOK UTARA 

                                                  KETUA 

 

 

                                   

                                                    Deni Hartawan, S.H.,M.H 

 
 
 
Tembusan : 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram; 
2. Arsip. 
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